
PERATURAN DAERAH PROPIIT{SI JAMBI
'a

NOMOR 5 TAHUN 2OO2

TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAIT BERMOTOR

DENGAN RAEMAT TUHAII YANGMAHA ESA

Menimbang : a..

Mengingat 1.

GUBNRNUR JAMBI

bahwa dengan diberlalcukannya Undang-undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan
Daerah Propinsi Jambi lrlomor 3 Tahun 1998 yang
mengatur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor perlu ditinjau kembali;

bahwa untuk melakukan penyesuaian dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas,'maka perlu
mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jambi Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotsr yarrg selanjuinya ditetapkan
kembali dengan Peraturan Daerah,

Undang-undang Nomor 6l T^ttrr, 1958 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor. 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-
undang (Lernbaran l.iegara Tahnn 195E |ionror 112),

85



J,

4,

5.

6.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981'tentang Hukum,Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76) Jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 27 'Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana;

Undang-urdang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

SengketaPajak (LembaranNegara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4t,
Tambahan Lembaran Negara Notnor 3685) Juncto Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-tndang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246" Tarnbahan Lembaran

Negara Nomor 40a8);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan l.embaran Negara Nomor 3686);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran

NegaraNbmor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (I-embaran

Negara Tahun 1999 Nomor TL,Tantbahan Lembaran Negara Nomor
3848);

Peratwan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

{Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran

Negara Nomor ai39);
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9. Keputusan Presiden Nomor 44 'Tahun lggg tentang Tehnik
Penyusunan Peraturan Perundangundangan dan . Bentuk
Rancangan undang-undang, Rancaigan p-eraturan p.."rint"t,
dan Rancangan Keputusan presiden (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 70);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun lggT
tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan pemerintah
Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan pajak
Daerah,

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun lgg7
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang pajak
Daerah:

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor
2l rahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan
Produk-produk Hukum Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 22 Tahun 200i tentang Bentuk Produk-produk Hukum
Daerah;

15. Keputusan Menleri Dalam Negeri . dan
Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur
Hukum,Daerah; ., :l

16. Kepltusan Menleri Dalam Negeri dan
Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran
Daerah.

Otonomi Daerah
Penyusunan Produk

Otonomi Daerah
Daerah dan Berita
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Dengan persetujuan

DE\l'A,\* PERWAIilLAN RAK}.AT DAERAH PROPII{SI JAilTBI

IVIEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
TEI\Tfu\G PAJAK BAIIAI{ BAKAR KENDAR.{{N
BER}IOTOR.

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal t

Dalam Peraturan l)aerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Propinsi Jambi;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jambi
selanjutnya disebut Pemda;

c. Gubernur adalah Gubernur Jambi;

d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan propinsi
Jambi;

e. Kendaraan Bermotor adalah Semua kendaraan beroda
atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di
jalan umum dan digerakan oleh ,peralatan tsknik
berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi
untuk mengubah suatu sumber daya energt tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-
alat besar,
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l.

Bahan, Bd aan Bermotor y'ang selanj utnya .disebut (BBKB)
adalah BCyang digunakan untuk menggerakkan ken$araan
bermotor:

Stasiun than Bakar Umum selanjutnya,,<lisebut SPBU
adalah lefalur bahan bakar untuk umum;

Badan adbentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroarler, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
atau Da$ nama dan dalam bentuk apapun persekutuan,
Perkumpf" Kongsi,. Koperasi, Yayaqan atau Organisasi
y.ang sej$a dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk
badan usri

''
PEak Bd Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut
PBB-KB ijak atas Bahan Bakar yang disediakan atau
dianggapluntuk Kendaraan Bermotor;

Surat Pen Pajak Daerah yang selanjutnya disebut
SPTPD hat yang digunakan oleh wajib pajak untuk
rnelaporl$ngan dan pembayaran pajak yang terfuang
menurut lerundang-undangan yang berlaku;

Surat Se! Daerah yang selanjutnya disebut SSPD, adalah
Surat yarin oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran
dan penyik terhutang,ke Kas Daerah atau tempat lain yang

Surat Taf Daerah yang"selanjutnya disebut STPD adalah
Surat unlkan tagihan pajak dan atbu sanksi administrasi
berupa brhu denda;

m. Surat Kf,jak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah $fusan yang menentukan besarnya Pajak yang
tcrhutang

J.

k.
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n Surat Ketetapan Pajik Daerah Kuran$ Bayaryang setanjutnya disebut
SKPDKB adalah Swat Keputusan ]'ang menentukan besarnya ju-mlah
pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pkok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah
yang masih harus dibayar;

o. Surat Keietapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjufirya disebut SKPDKBT adalah Surat 'Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah Pajakyang ditetapkan;

p. Surat Ketetapan Pajak Daerah L;ebih Bayar yang selanjutnya disebut
SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
dari Pajak yang terhutangatau tidak seharusnya terhutang;

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnla disebut SKPDN
adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang
terhutang sama besamya dengan kredit pajak atau pajak tidak
terhutang dan tidak ada laedit pajak;

r. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan dalam
penerapan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD,
SKPDKB, SKIDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD;

s. 'Surat Keputusan Keberaan adalah Surat Keputusan atas Keberatan
terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau
terhadap pemotongan atar pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh wajib pajak;

t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan melgolah data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka p€ngawasdl kepatuhan kewajiban perpajakan Daerah
berdasarkan peraturan pprah ini;
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u. Penyidikan tindak pidana ,dibidang perpajakan Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri
sipil (PPNs) dilingkungan Psmerintah Daerah,,untuk mencari serta
mengumpulkan bulti yang dengan.bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya;

v. Keputusan Banding adalah Putusan Badan penyelesaian sengketa
. Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang

diajukan oleh wajib pajak.

BAB tr
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

' Pasal 2

Dengan nama PBB-KB dipungut Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan
Bermotor.

Pasal 3

(1) Objek PBB-KB adalah Bahan Bakar yang disediakan atau dianggap
digunakan untuk Kendaraan Bermotor, termasuk Bahan Bakar yang
digunakan untuk Kendaraan Di atas Air,

I

(2) Bahan Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bensin,
solar dan gas.

: : Pasal 4 ...

(1) Subjek PBB-KB adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor;

(2) Wajib PBB-KB adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
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BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF DAN .

CARA PENGHITUNiGAN PAJAK
Pa$al 5

(l) Dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan
bermotor;

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 6

(1) Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 5 o/o (limaperseratus) ;

(2) Beslmy---------------a PBB-KB terhutang dihitung dengan mengalikan taf.,f
sebagaimana dimaksud pada ayat til purit ini dlngan dasar
pengeruum Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7 l

yiluy4 Pemungutan PBB-KB meliputi wilayah tempat penyedia BBKB
dan dilingkungan Perusahaan tempat spBU lang beiadu ouiu* wilayah
Daerah.

BAB V
MASA PAJAK SAAT TERHUTANG PAJAK

DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal I

(1) Masa Pajak adatah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh
Gubernur yang digunakan sebagai dasar untuk menghltuns iumlah
pajak terhutang;
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(2) Pajak terhutang dalam masa pajak, tprjadi pada. saat pengambilan
bahan bakar dari penyedia.

r: ,.... -: :. jr ..'' l.' 1,, ' -' ':

Pasal 9

(l) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTpD;

(2) SPTPD scbagaimanadimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditanda kngani oleh wajib paiuk atau
kuasanya;

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan
kepada Dinas Pendapatan selambatlarnbafirya tanggal i0 (sepuluh)
pada bulan berikutnya.

Pasal lo 'r"':': 
"

.: i-'. 
:-"

(1) SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (l) sekurang:kurangnya
memuat:
a. . nama alamat-lengkap penyedi4 bahan bakar;
b. jenis, harga luaia"nlomlah bahan bakar yang diserahkan oleh

penyedia.

(2) Bentuk, isi dan tatacanpenyannpaian sprpD sebagairnana dimaksud
pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

(1) Besarnya Pajak terhutang dihitung,
sendiri oleh wajib pajak;

(2) Wajib pajak meiryetor pajak dengan
SKPD.

diperhitungkan dan ditetapkan

tidak tergantrrng pada adanya
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j ' . :' ' Pasal'l2 " ' 
,..

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak,
Gubemur dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan, pajak
terhutang atau kurang bayar; i ,

2. Apabila-SPTPD tid;k disampaikan kepada Kepala Daerah
dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur seoara
lptfrrliq'
re. rErret

.,, t. Apabila kewajiban rnengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang

r 
terutang dihitgng secara jabatan" . ,: ,

b. SKPDKBT ditemulan data baru dan atau data yang semula belum
terungkap yang mexyebabkan penapbahan jumlah pajak terutang;

c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah pajak yang disetor.

(2) Jumlah kekurangan Pajak terutang dan SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (l)hurufa angka I dan angka 2 dikenakan sanksi
administrasi berupa burga 2 a,6 (dt:n persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling

W? 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak;

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat t huruf b dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100 7o (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut:

(4) Kenaikan sebagaimana dinaksud pada ayat (3) tidak dikenakan
apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dikenakan tindakan
pemenksaan;
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(5) Jumla\ pajak yang te.rutang.d[m-sKpDKB sebagaimana. dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka likenakan sairksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 2s % (duapluh lima persen) dari pokok palat
ditambah sanksi administrasi lirpabunga sebesar 2 % (duapersen)
sebulan dihitung dari besarrtr pajak yang kurang atau terlambai
dibayar untuk jangka waktu prg lama 24 (&n puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnypjak. ,. ', : 1 

. r 
- :: .ii, '

Prl 13 :

f 1) Gubernr;r dapa-t mener!:itkan Str apabrla_ :

a. Pajak dalarn tahu:r berlalaidak atau,kurang dibayar; :

b- Dari hasil penelitian sPD terdapat kekurangan pernbayaran
sebagai akibat salah tulis ah salah hitung;

c. wajib pajak diberikan sankidminisdasi berupa bunga atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yEterutang dalam srpD sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) hurufdan huruf b ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga sdsar 2 %oi (dua persen) setiap bulan
untuk paling lama 15 (lima be| bulan sejak saat terurang pajak;

(3) SKPDI yang tidak atau krng dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi lministnisi'berupa bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan ditagih nhlui SPTPD;

(4) Bentuk, isi dan tata .*u fyu,opuiun STPD ditetapkan oleh
Gubernur.

BI \rI
TATA CARA PF,MBA\RAN DAN PENAGIHAN

Pal 14
.!

{1) Wajib, ,pajak PBB-KB atr penyedia bahan .bakar waj,ib
memperhitungkan PBB-KB pa saat pemesanan bahan bakar oieh
SPBU kepada penvedia;
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(2) PBF-KB , dipungut ,spkaligup",dinuka oleh Penyedia pada saat
pengambi lan bahan bakar.

, : ,?asal 15 , . ' ::

(1) PBBIKB wEib disetor selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya; . '

(2) Penyetoran PBR'KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke
Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur;

(3) Tata cara penyetoran ,PBB-KF, ditetapkan dengan' Keputusan
Gubernur.

. : ,,Pasal L6 . ., .

(1) Pajak ,yang, terutang .berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,,
STPD, Surat Pembef.ulan, Surat Keputusan keberaan dan Putusan
Banding yagg ,tidak atau kurang dibayar oleh wajib ,pajak pada
waktunya dapat ditagih dengan surat paksa; :

(2) Penagihan, pajak dsngan srnat paksa dilaksanakan berdasarkan
perundang-undangan yang.berlafur.

. BAB VtI 
:. PDNGURANGANO KERINGANAN I}AN

PEMBEBASAN PAJAK
Pasal l7 i,

(1) Gubernur berdasarkan permohonan wajib pajak dapat mernberikan
pengurangan. keringanan dan pembebasan paj ak ;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
sebagaimana dimaksud pada avat 1 ditetapkan dengan Keputusan
Cubernur.
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:.:,: : BABVIU 
:

PEMBETULAN, pnnlrlmlAN, PENGURAwCIN.
KETETAPAN DAN PENGEAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI :

. Pasal 18

(1) Gubemur karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dipat
g1:mbetul$q.$,,KPD atau SKPDKB atau SI(PDKBT atau STpD.yang
ciraiarn penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung

I danlat4Ukekeliruan dalam penerapax Peialwan Daerah ini. ..

(2) Grrbemur dapat : ':

&. Meng-urangkll a.tau mqnghapuskan sanksi adryinistrasi berupa
bunga, de+da daq kenakan paja| yang terutang menurut Peraturan
Daerah'dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib
pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak
benar.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi adminisu.asi dan
. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatw dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

(1) wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Gubemur atau pejabat yang diturjuk atas suatu :

a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDL.
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(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang
jelas;

(3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak
secara jabatan, wajib pajak hirus dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan pajak tersebut;

(4) Keberatan harub' diajukan. dalaln jangka wakru paling lama 3, (tiga)
bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat'(l),
kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
itu tidak daoat dioenuhi k-arena. k-eadaan dilr-rar kekua.sa-annva:" ' J'-7

(5) Pengajuan keberatan tidak mentmda kewajiban membayar pajak dan

pelaksantran penagihan pajak sesuai dengan'ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Gubemur dalam jangka walctu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima harus memberi,Keputusan atas

keberatan yang diaj ulian;

(2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima

seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya pajak

. 
terutang;

(3) Apabila jangka'waktu sebagaimana dimaksud pada ayat'(1) telah
lewat dan Gubemur tidak memberi keputusan maka keberatan yang

diaj ukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonatr banding kepada Badan

Penyelesaian sengketa pajak terhadap keputusan mengenai

keberannnya yang ditetapkan r:leh Keputusan Gubernur,
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{2) Permohcman sebagaimana dimaksud pada ayat il) diajukan secara
tertulis, dengan alasan irang;elas dalam jangka waktu tiga bulan
sejak Keputusan diterima, dilampiri salinan dan pelaksanaan
penagihan pajak.

Pasal 22

Apabila penpjuan keberatan atau permohonan banding sebagian atau
seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dingan ditambah
imbalan bunga 2 o/o sebulan untuk paling lamar2(duabelas) bulan.

BAB X
KELEBIHAN PEPIBAYARAN

Pasal 23

(1) Atas kelebihan pembayaran PBB-KB wajib pajak dapat mengajukan
permohonan pengernbalian kepada Gubernur;

{2) Gubernur dalarn.lrygka waktu pahng lama 6 (enam) bulan sejak
diterimarya permohonan pengembalian kerebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat {l) harus rnembeiikan ri"puturun;

(3) Apabila jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayat {z) telah
dilampaui dan Gubemur atau pejabat tidak mengambil suatu
kqputusan, permohonan pengernbalian pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka *dttu
paling lama 1 (satu) bulan;

{4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pEak, kblebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) langsung diperhitungkan
untuk rnelunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;

(5) Pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dirnaksud pada ayar ( I )
d,ilal.rukan dalam 'r'akt,.l nalrng lama ? {dua'' !:rrlar' :eia}r
diterbitkannya SKPDLB;



(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan
seteiah iewat rvaktu 2 (dua) bulan, Gubemur atau Pejabat
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % {dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan paj ak;

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubemur.

BAB XI
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR

KENDARAAN BERMOTOR DAN BIAYA PTINGTITAN
Pasal 24

(1) Hasil Penerimaan PBB-KB ditetapkan se.bagai berikut :

a. Untuk Propinsi sebesar 30 9'o (tiga puluh persen);
b, Untuk Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh perssn).

(2) Bagian penerimaan Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b dibagikan
kepada Daerah Kabupaten/I(ota berdasarkan Keputusan Gubernur;

(3) Kepada petugas pemungut diberikan Biaya Pemungutan sebesar 5 7i'
. (lima persen) dari hasil pungutan dan pernbagiannya diatur lebih

lanjut dengan Keputusan Gubemur
t_

BAB XII
KADALIIWARSA

Pasal 25 i:

(1) Hak untuk melakukan penagihan p4iak, kadaluwarsa setelah
melarnpaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak
pidana dalann Psraturan Daerah ini.
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(2) Kadaluwysa penagihan pgjak sebagaimana dimatsud padra,vat (,1)
tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
b. Ada pengak-uan utang pajak dari rvajib pajak baik iangsung

maupun tidak langsung.

(1)

(2)

.BAS ,XIIr
PENGAIYASAN

Pasal 26

Pengawasan atas pelaksanaan'ketentuan,dalam peraturan Derah ini
dilaksanakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditur{uk;

Jga cga. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)asal ini
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

{l)

(2)

BAB Xry
: KETENTUAN PIDANA

Fasal 27

wajib pajak yang karena kealfaannya tidak menyampaika: sprpD
utuy m.eryisi dengan tidak benar atau tidak 

-lengftp 
atau

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga miugikan
*euangan Daerah dapat dipidana dengan pidana turunga puting
lama I (satu) tahun atau denda paling banyak dua kali jum[trpaial
terutang;

I

waji! pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan splpD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau keteranpn tidak
benar sehingga merugikSn keuangan Daerah dapat dipidanr dengan
pr-elt kurungan paling lama2 (dua) tahun atau dendapaliq banyak
4 kali jumlah pajak terutang;
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(1)

(2)

(3)',TinA* pidanarsebagaimana dimaksud pade a-vat,{1) dan {2) tidak
dituntut setelah melarnpaui jangka waktu sepuluh tahun sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak," i "

BAB XV
PENYIDIKAN
' Pasal 28

.:
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidaqg perpajaka4 Daerah;

Wewenang Penyidik sebagaimana diatur dalam ayat ( l) adalah :

a" Menerima, mencari? rmengqmpulkan, dan me.neliti keterangan
atau laporan berkenaan {engan tindak pidana dibidang perpajakan
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap
dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
perbukuan, peqcatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

r \{eminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
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g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
nrangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang darlatau dokumen y*g dib*
sebagaiman a padahuruf e;

h. Mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
dibi dang perpaj akan Daerah;

i. Memanggii orang untuk diciengarkan keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan menurut hukum
yang dapat bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud daram ayat (l) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi r.{.gu*
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalarn
undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

lengan berlakunya Peraturan Daerah ini, rnaka peraturan Daerah propinsi
Daerah Tingkat I Jambi Nomor 3 Tahun 199g tentang pajak Bahan Bakar
Rendaraan Bermotor dicabut dan ,Jinyatakan tidak berlat'u iagi.
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Pas*l 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap ofang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Fefaturan

paerah ini 
-dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi

Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 28 Juni 2002

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. ZULKTT'LI NURDIN '

' Diundangkan di Jambi

Padatanggal 28 Juni 2002

SEKRETARIS I}AERAH PROPINSI JAMBI

ttd

H, A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHLII{ 2OO2 NOMOR 7

SERI B NOMOR 7
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PENJEI,ASAN
ATAS

PERATURAN I}ANRAII PROPINSI JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2OO2

TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung perekonomian Otonomi
Daera! yang nyata" dinamis, serasi dan bertanggung jawab,
pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerahl y*g
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang
berasal dari Pajak Daerah, p*gnt*u*yr p.irl btrh;iiilgkatkan
lagi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan
Pembangunan dan Pernberian pelayanan kepada masyarakat serta
usaha peningkatan pertumbuhan perekonornian Daerah, diperlukan
pen--vediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya
semakin meningkat pula upaya peningkatan penyediaan dang dari
sumber-sumber tersebut antara lain dilalcukan dengan peningkatan
kinerja pemungutannya Pajak, melalui Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undgng-undang Nomor 1g
Tahun 1997 tentanlg Pajak Daerah oun"f"tnuorl'nultun Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah.
lan_gkah-langkah ini dihar4pkan akan meningkatkan efektivitas dan
efrsiensi pemungutan pajak Daerah rrrtu rioingkatkan mutu dan
j enis pelayanan kepada masyarakat.
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Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih
lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sehingga wajib pajak
dengan 'mudah dapat memahami dan memenuhi kewajiban
perpajakannya

II. PENJET,ASAN PASAT DEMI PASAL

Pasal 1

l'a.,Ltn ialaov *i\ qP 
J lrqJ

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

kendaraan bermotor adalah Bahan Bakar yang
' diperoleh melalui, antara lain,'siasiun fengisian
Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian.

tahan Bakar Umum unfuk Kendaraan Diatas
Air.'

Ayat (2) Termasuk dalam pengertian bensin ad-alah

antara lain, premium, premix, bensin biru,
super TT.

(1) Subjek PBB-KB adalirh konsumen Bahan Bakar
t Kendaraan Bermotor melalui SPBU.

Ayat (2) Wajib PBB-KE adalah or4ng pribadi atau badan

Bermotor melalui SPBU.

Pasal 4
Ayat
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Ayat (3) Yang dimaksud dengan penyedia Bahan Bakar
Kendaraan Berrnotor, antara lain, pertamina dan
Produsen lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas
Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Dengan
demikiarl harga eceran Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini
sudah termasuk Pajak ini.

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal I Yd 1l
Cukupjelas

Pasal 12

Angka 1

Huruf (a)
Butir 3 Apabila kewajiban mengisi SpTpD tidak

dipenuhi, Pajak yang terhutang dihitung secara
Jabatan.

Pasal 13 sld 22
Cukup jelas

.3

Pasal 23

Ayat (1) Untuk pengembalian pajak dimaksud ayar (1)
pasal ini dananya disediakan dalam ApBD pada
setiap Tahun Anggaran.

rc7



Pasal' z4 'sld" 27, ,.. .:,:

Cukupjelas
- :':'i ''

Pasal 28
Angka (1)

Cukup jelas

Pasal 29 s/d 3l
Cuku jelas

g
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